KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
KU*—’ U JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 18
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
ot TELEPOMN (D21) 3518070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
e LAMAN www kkp.go.id
KEPUTUSAN

Menimbang

Mengingat

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : 36/PPID-KKPAIN2020
TENTANG
KLASIFIKAS| INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELCLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN.
KP/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,
perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang
Dikecualikan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pejabat
Pengelofa Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi
Informasi Publik Yang Dikecualikan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Megara Republik
Indenesia Tahun 2008 Momor 81, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4846),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008



Menetapkan

KESATU

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 MNomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148),

3. Peraturan Menleri Kelautan dan Perikanan MNomor
4/PERMEN-KP/2019 tentang Penvelenggaraan Layanan
Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 270);

4, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
TIPERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan MNomor B/PERMEN-
KP{2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 317).

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan MNomor
JG/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabal Pengelola Infarmasl
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTAS! KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TENTANG KLASIFIKAS] INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN.

Menetapkan Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada
Lampiran Keputusan ini merupakan Informasi Publik yang
Dikecualikan.



KEDUA

KETIGA

Daftar Informasi Publk yang dikecualkan sebagaimana
tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekusnsi Nomor
SS/PPID-KKPAIIZ020 pada Lampiran ini, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Deokumentasi ini
berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Agustus 2020
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTAS| KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

% .

AGUNG TRI PRASETYO




NOMOR: 35/PPID-KKP/WIINI/ 2020

LEMBAR PENGUJIAN KONSEXUENS! INFORMAS! PUBLIK KKP

Pada hari ini, tanggal 19 Agustus tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Matuna, Lantai 5, Gedung Mina Bahari |, Kantor KKP telah dilakukan pengujian
Eonsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini;

Mo

Informasi (berisi informasi yang
gkan Dikecualibkan)

Dasar Hukum Pengecualian

Infarmasi

Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

Dibuka

Ditwtup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktu]

Setjen

.| Data dan Informasi Pagu
Indikatif Dana Alokasi Khusus

Momor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Inforonas! Publik.

Permen KF No.d
Tahun 2019 Tentang

Pemyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKFP Pasal 4,

1 UndangUndang | Setelah menjadi pagu

definitif dalam bentuk
Fenetapan cleh
Kementerian Keuangan

Masih dalam pﬂ:isa:-

& bulan (setelah
menjadi pagu
definitif}

Progres implementasi Kerja

Sama Antar Lembaga

. Undang-Undang

Momor 14 Tahun
2008 Tenktang
KEeterbukaan
Informasi Publik.

Permien Mo.65 Tahun
2016 Tentang
Pedoman Kerja Sama
dan Pemyusunan
Perjanjian di
Lingkungan
Eementerian
Eelautan dan
Perikanan.

Selama belum
dilakukan validasi dan
dituangkan dalam

Laporan Kinerja.

1 tahun




Mo

Infarmasi [berisl informasi yvang
akan Dikecualikan)

Dasar Hukum Pengecualian

Informasi

Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

Dibuka

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan fangka
wiaktu)

_| Realisasi Hibah

Undang-Undang
Momaor 14 Tahun
2008 Tentang
Eeterbukann
Infiormasi Publike

Permien KP Mo 4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Eeterbukaan
Infarmasi Publik
Unﬂg_.'l_El KEP Paszal 4.

Selama belum
dilakukan validasi dan
dituangkan dalam
Laporan Kinerja.

1 tahun

Hasil identifikasi calon penerima
Bantuan Pemerintah

Undang-Undang
Homaor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informasi Publik, Pasal
17 hurul b dan huruf
h.

Parmen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukann
informasi Publik
Lingkup KEP Pasal 4.

Selama belum
dilakukan validasi

BIRD 504

Hasil rapat Baperjakat

1.

Ul Mo 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukann
Informasi Publik,
Pasal 17 huruff j dan
huruf h.

Informasi yang apahbils
dibuka dan dibarikan

kepada Pemohaon
Informasi Publik dapat

mengungkap rahasia
pritdi.

Data  dapat
dibuka dalam hal
kopentingan
penyalidikan,
penyidikandan
pemeriksaan di
pengadilan.




langka Waktu

Tahun 2019 Tentang

intelektualitas, dan

No | 'Mformasi (berlsi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian Konsekuens Partlr?'uhlnggn 22g] Publl |disebutkan jangka
akan Dikecualikan) Informasi Dibirka Ditutup 1ang
5 o waktu]
2. UU Mo, 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan, Pasal 44
ayat (1} huruf b
3. Permen KP Nod
| Tabun 2019 Tentang
. Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
| Lingkup KKP Pasal 4. |
6. | Usulam nama calon pejabat yang 1. Undang-Undang - Informasi yang apabila | Data dapat
akan memangku jabatan Momor 14 Tahun dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
tertentu yang diajukan dalam 2008 tentang kepada pemchaon kepentingan
Baperjakat Keterbukaan Informasi Publik dapat = penyelidikan,
Informasi Publilk, mengungkap rahasia penyidikandan
Pasal 17, kuruf h. pribadi, yaitu: angka 4: | pemeriksaan di
Hasil-hasil evaluasi pengadifan,
2. Permen KP No.d sehubungan dengan
Tahun 2019 Tentang | kapahilitas,
Penyelenggaraan | intelektualitas dan
Keterbukaan ' rekomendasi
Informasi Publik | kemampuan seseorang.
I - Lingkup KKP Pasal 4 |
7. Hasil Assesment 1. Undang-Undang - Informasi yang apabila | Data dapat
| Mamaor 14 Tahun . dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
2008 tentang | kepada pemohon kepentingan
Keterbukaan | Informasi Publik dapat | penyelidikan,
Informasi Pulblik, | mengungkap rahasiz penyidikandan
Pasal 17, huruf h. pribadi Hasil-hasil pemeriksaan di
evaluasi sehubungan pengadilan.
2. Permen KP Nod dengan kapabilitas,

Penyelenggaraan




 toirivesl oiria itasinasivaig, | ‘Doser Hiin Pangacusiite Sk Retegn By TULE Sl Wai
akan Dikecualikan) informasi Dibuka Dititup {atsebimican jangha
| I waktu)
Eeterbukaan rekomendasi
Informasi Publik kemampuan seseorang.
i Lingkup KKP Pasal 4, N
.| Surat Keputusan Pembinaan 1. Undang-Undang - informasi yang apabila | Data  dapat
disiplin dan etika pegawai Nomaor 14 Tahun dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
2008 tentang kepada pemaohan kepentingan
Keterbukaan Informasi Publik dapat | penyelidikan,
Informasi Publik, mengungkap rahasia penyidikan dan
Pasal 17, huruf h. pribadi. Hasil-hasil pemeriksaan di
evaluasi sehubungan pengadilan.
2. Permen KP Nod dengan kapabilitas,
Tahun 2019 Tentang intelektualitas, dan
Penyelenggaraan rekomendas)
Keterbukaan | k#mampuan seseorang.
Infarmasi Publik
. Lingkup KKP Pasal 4 _
.| Arsip Kepegawaian 1. Undang-Undang - informasi yang apabita | Data  dapat
Womaor 14 Tahun dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
2008 tentang kepada Pemahan kepentingan
Eeterbukaan Informasi Publik dapat | penyelidikan,
Infermasi Publik, mengungkap rahasia penyidikan dan
Pasal 17, huruf f, pribadi. pemeriksaan di
2. Permen KP No.d pengadilan,
Tahun 2019 Tentang |
Penyelenggaraan
Keterbukaan
informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4
Proses Seleksi Jabatan Pimpinan 1L Undang-Undang Pengumuman dan informasi yvang apabila | Data dap&t
| Tinggi UPT) [metode seleksi, Momor 14 Tahun Penetapan Hasi Seleksi | dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
mater| seleksi, sistem yang 2008 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi = kepada Pemaohon kepentingan
digunakan pada setiap tahapan Keterbukaan {IPT) Informasi Publik dapat | penyelidikan,
pengisian, seleksi kompetensi, penyidikandan




Mo Infarmasi (berisl informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian - Sssiouensi Pejtimbungen tegh Fublik Idijanglr.a o
akan Dikecualikan) Informast Dibuka Ditutup FEA R Mg
wiaktu)
laporan hasil seleksi kepada Informasi Publik, mengungkap rahasia pemeriksaan di
Pejabat Pembina Kepegawaian. Pasal 17, huruf b, pribadi. pengadilan.
Permen KP No.4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Eeterbukaan
Informas| Publik
o Lingkup KKP Pasal 4.
Biro Hukum dan Organisasi S
11} Proses Penanganan Masalah UU Mo.14 Tahun | Dapat menghambat 1. Dapat dibuka
Huleum di Lingkup KKP 2008 Tentang KIP | proses penyidikan dan dalam hal
Pasal 17. atau pemeriksaan kepentingan
terkait masalah hukum. pemeriksaan
Permen KP No.d perkara
Tahun 2019 Tentang pidana di
Penyelenggaraan pengadilan,
Keterbukaan 2. Dapat dibuka
Informasi Publik dalam hal
Lingkup KKP Paszal 4. kepentingan
pengawasan
dan
pemeriksaan
oleh aparat
pengawas
internal dan
eksternal
3. Dapat dibuka
ketika
masalah
hukum
tersebut
memperoleh

kekuatan




No Informasi [berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian Ketmekoanst Pertimbangan bagi Publik {diﬁml‘;:ka
zkan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup
——— . B N wakiu)
' hitkum yang
tetap.
12| Data pegawai yang masih dalam | . Undang-Undang Pemohon Infarmasi 1. Dapat dibuka
pengadilan sebagai saksi atau Nomor 14 Tahun Publik dapat dalam hal
tersangka. 2008 tentang mengganggu kepentingan
keterbukaan kepentingan pemeriksaan
Informasi Publik, perindungan hak atas perkara
Pasal 17 huruf a, kekayaan intelektual pidana di
dan perlindungan dari pengadilan,
. Undang-Undang persaingan usaha tidak 2. Dapat dibuka
Momar 14 Tahun sehat dan P dapat dalam hal
2008 tentang mengungkap rahasia kepentingan
keterbukaan kondisi keuangan, pengawasan
Informasi Publik, assel, pendapatan, dan dan
Pasal 17 huruf . rekening bank pemertksaan
sesenrang. oleh aparat
. Permen KP No.4 pPengawas
Tahun 2019 Tentang internal dan
Penyelenggaraan eksternal.
Keterbukaan 3. Dapat dibuka
Informasi Publik ketika
Lingkup KEP Pasal 4. masalah
hikiim
tersebut
memperoleh
kekuatan
hukum yang
| tetap,

Biro Keuangan

13. | Laporan Keuangan 1. Undang-Undang
Sebhelum diaudit Nomaor 14 Tahun FD0OE
(unaudited) tentang Keterbukaan

Infermasi yang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan Undang-
Undang.

Setelah disampaikan
ke DPR RI dan sudah
dalam bentuk
Laporan Keuangan




Tata Cara Tuntutan
Gantl Kerugian Negara

di Lingkungan
Kementerian Kelautan
dan Perikanan,

Permen KP Mo.d Tahun
2019 Tentang
Penmyelenggaraan
Keterbukaan Informasi
Publik Lingkup KKEP
Pasal 4.

N Infermasi (berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian RO Perommaarn L FUb ik mﬁ:ﬁ:’ﬁﬂi
akan Dikecualikan) Informas Dibuka Ditutup
waktu)
[ Infarmasi Publik, Pasal Audited BPK RI.
17 huruf 1,
Permen KEP Mo.4 Tahun
2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan informasi
Publik Lingkup KKP
Pasal 4,
14. | Data Fr_nvﬁsaran Eerugian Undang-Undang Karena Eﬁﬂ masih Data dapat
Negara Nomor 14 Tahun 2008 verifikasi nilai, dibuka dalam hal
Pazal 17 huruf | penyebab dan pelaku kepentingan
kerugian negara. penyedidikan,
PERMEN KP No.12 m&z::
Tahun 2019 Tentang b ki

Birc l.ilmu"r.'l“i?ﬂj




N Infarmasi (berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian XOnung| Darinbingan bag) Pubiis i_di:::f:l:::::a::uha
akan Dikecualikan) informasi Dibiuka Ditutup e
waktu)
15, | Dokumen Proses 1. Undang-Undang 1. Dokumen Data dapat
Pengadaan Barangfiasa dari Momor 14 Tahun 2008 1. Rencana umum tender hanya dibuka dalkam
Fenyedia tentang  Keterbukaan pengadaan dapat diakses hal kepentingan
Barang/laza informasi Publik, Pasal 2. Proses tender olkeh peserta penyelidikan,

17, huruf b dan huruf b, {pengumuman, tender yang penyidikandan
pemberian sudah pemeriksaan  di
penjelasan, mendaftar. pengadilan.

- ::;:ras Hﬂ'lET;at:“ml pemasukan 2. Dokumen

Fengadiaan dokumen Kontrak hanya

Barang/Jasa ponawaran, dapat diakses

Pammartababy pembukaan oleh penyedia
dokumen Vang

3. Permen KP No.4 Tahun penswaran, harga berkontrak,

2019 Tentang iy

Penyelenggaraan Ikesimpulan hasi

Keterbukaan Informasi evaluasi),

Publik Lingkup KKP penetapan

Pasal 4. pemenang,

PEMEUMUmMAan
pEMmMenang, masa
sanggah
(sanggahan hanya
antara Pokja dan
Penyvedia)
PLEDATIM S—— T — e - e ey o e [ - R o e [ £ 8-, e g e . e e B o e R e ) e e e B -
16, | ldentitas Pelaku Usaha EP (NIK) 1. Undang-Undang Data produksi per Informasl yang apabila | Data  dapat
Namar 14 Tahun Kabupaten, Rekap dibuka dan diberikan dibuka dalam hal
2008 tentang Pelaku Usaha, Harga kepada Pemohon kepentingan
Keterbukaan ikan. Informias! Publik dapat | penvelldikan,
Informasi Publik, mengungkap rahasia penyidikandan
Pazal 17, huruf h. pribadi dan persaingan | pemeriksaan di
usaha yang tidak sehat. | pengadilan.




v | Informasi (berisiinformasiyang | Dasar Hukum Pengecualian o=+ =Sl PErimbangan bagl PUbLE B et
akan Dikecualikan) informasi Dibuka Ditutup »
waktu]

2. Permen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KEP Pasal 4,

17. | Raw Data Satu Dats UL Nomor 14 Tahun 2008 Karu Pelaku Utama Kartu Pelaku Utama Dapat dibuka
tentang Keterbukaan Kelautan dan Perikanan | Kelautan dan Perikanan setelah
Informas! Publik, Pasal 17; [KLMSLIKA) (KLISLIKA) mempensleh
hwruf b: informasi public yang - Nama - MNomor Induk persetsjuan
apabila dibuka dan dibertkan Alamat Domisili Kependudukan tertulls dari
kepada pamohon informasi - Alat usaha secara (MK} Menter
public dapat mengganggu agregat - Tempat, Tenggsl
kepentingan pedindungsn Lahir Dapat dibuka
HAK] dan persaingan ussha = Nomor Telepon dalam hal
tidak sahat Data Produbsi: - Modal Usaha kapenlingan
huruf j; Informasi yang fidak ~  Dpta produlsi »  Asel, Serana Usaha pemenksaan
boleh diungkapkan sacara agragat - Data rahasia perkara pidana
berdasarkan Undang- perusshaan agar atas perintah
Lindang. tidak pengadilan

Caia Stok kan di Cold disalahgunakan
Undang-Undang Mamor 23 Slorage; aleh pihak yang
Tahun 2008 tantang - Dala produksi tidak bartanggung
Administrasi sacara agregat jawab
Kependudukan (LU
Adminduk”) sehagaimana Data Produksi:
yang telah divbah = Raw daia sampling
dengan Lindang-Undang - Data pribadi pelaku
Momor 24 Tahun 2013 usaha yang
tentang Perubahan Ales dijadikan sampla
Undang-Undang Momor 23
Tahun 2008 tentang Data Stok lkan di Cold
Administrasi

Hepandudukan ("LIL

Slorage.




Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan

No Informasi (berisl informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi Pertimbarigan bagi Publik mm:ﬂ:aw?mk
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup s i i
I waktu)
24/2015"). Pasal 1 angka 22
U 2472013
I BLU LPMUKP . :
18. | informasi Data Debitur 1. UU No.14 Tahun Unituk menghindari 4. Dapat dibuka
2008 Tentang penvalahgunaan data dalam hal
Keterbukaan oleh pihak lain, kepentingan
Informasi Publik. pemeriksaan
perkara
2. UU No.11 Tahun pldana di
2008 Tentang pengadilan.
Informasi dan 5. Dapsat dibuka
Transaksl Elektronik. dalam hal
kepentingan
i. Permen KP No.4 pengawasan
Tahun 2019 Tentang dan
Penyelenggaraan pemeriksaan
Keterbukaan aleh aparat
Informasi Publik PENgawas
Lingkup KKP Pasal 4. internal dan
eksternal.
Ditjen PRL o N B
19. | Laporan temuan nelayan 1. UUNg14Tahun | Setelshada verifikasi | Dapat memicu konflik | Data dapat
tentang lokasi BMET 2008 tentang dan publikasi resmidari | perebutan lokasi, untuk | Dibuka dalam hal
Keterbukaan pemerintah melndungl identitas kepentingan
Informasi Publik, pelapor dan lokasi penyelidikan,
Pasal 17 huruf a. penamuan. penyidikan dan
pemeriksaan dl
2. Permen KP No.d pengadilan.




Informasi (beris informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan haﬂuhlik

langka Waktu

No akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup {disebutkan jangka
waktu)
Keterbukaan -
Informasi Publik
Lingkup KKFP Pasal 4.
20, | Data Detsll Perusahaan yang LI Mo, 14 Tahun Data Global berupa Data rahasia Diata dapat
mengajukan Perizinan ke Dlten 2008 tentang nama, alamat perusahaan agar tidak Dibuka dalam kal
FRL (Perizinan di bidang Keterbukaan perusahaan, jenis digunakan oleh pihak kepentingan
Pengelolaan Ruang Laut) Informasi Publik, perizinan yang yang tidak bertanggung | penyelidikan,
Pazal 17 huruf a. dimohonkan, koordinat | jawab. penyidikan dan
Iokasi yang pemeriksaan di
Permen KP Mo.d dimohonkan. pengadilan.
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
informasi Publik
B Lingkup KEP Pasal 4, —
Ditjen Perlkanan Tangkap .
21, | Data log book penangkapan Undang-undang Dapat mengganggu Cata dapat
lkzn Mamar 31 Tahun kepentingan dibuka dalam
2004 tentang perlindungan hak atas hal kepentingan
Perikanan, kekayaan intelektual, penyelidikan,
sebagaimana telah perlindungan dari penyidikandan
diubah dengan persaingan usaha tidak pemerikszan  di
Undang-Undang sechat, dan dapat pengadilan.
Nomor 45 Tahun mengungkapkan
2008, Pasal 464, kekayaan alam
Indonasia.

Peraturan Menteri
Kelzutan dan
Pertkanan Nomor
48/PERMEN-KP/2014
tentang Lag Book




Informasi (berist Infarmasi yang
akan Dikecualikan)

Dasar Hukism Pengecualian

informasi

Konsekuensi Pertimbangan bagi Publlk

Dibuka

|

Ditutup

Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktu)

Penangkapan lkan,
Pasal 14,

Peraturan Menteri
Kelautan dan
Perikanan Normor
4A8/PERMEN-KP/2014
tentang Log Book
Penangkapan lkarn,
Pasal 4 ayat [3).

Undang-Undang
Momar 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasl Publik,
Pasal 17 huruf d,

Permen KP Mo.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbiukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.

Zhzerver on Roard

Undang-undang
Moamor 31 Tahun
2004 tentang
Perikanan,
sebagaimana telah
diubah dengan
Undang-Undang
Momor 45 Tahun
2009, Pasal 464,

Dapat mengganggu
kepentingan
perlmdungan hak atas
kekayaan intelektual,
perindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat, dan dapat
mengungkapkan

Data dapat
dibuka dalam
hal kepentingan
penyelidikan,

penyidikandan
pemeriksaan di

pengadilan.




Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik Jangka Waktu
| {disebutkan jangka
waktu]

Informasi {berisi informasi yang |  Dasar Hukum Pengecualian
akan Dikecualikan) Informasi | Dibuka Ditutup

| kekayaan alam

2. Peraturan Menteri | Indonesia.
Kelautan dan
Perikanan Nomor
1/PERMEN-KP/2013
tentang Peamantau
Kapal Penangkap
lkan dan Kapal

Pengangkut lkan,
Pasal 8 ayat (3).

3. Undang-Undang
Momor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Imfermasi Publik,
Pasal 17 husruf d:
Informasi Publik yvang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informas
Publik dapat
mengungkapkan
kekayaan alam
Indonesia.

4, Permen KP Mo.4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Koterbukaan
Informasi Pubdik

| . Lingkup KKP Pazal 4. |
Data Sertiffkasi Hasll 1. Undang-Lindang | Diapat mengganggu Data dapat
Tangkapan lkan (SHTI} Nomor 14 Tahun | kepentingan dibuka dalam




Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

Jangka Waktu

Informasi (berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian : i
T akan Dikecualikan) Informasi Dibukz Ditutup |disebutkan jangka
_ waktu]
2008 tentang | perindungan hak atas hal kepentingan
Keterbukaan | kekayaan intelektual, penyelidikan,
Informasi Publik, perlindungan dari penyidikandan
Pasal 17 huruf d: | persaingan usaha tidak | pemeriksaan  di
sehat, dan dapat pengadilan.
Permen KP Nomor mengungkapkan
PER.13/MEN/2012 kekayaan alam
tentang Sertifikat Indonesia.
Hasil Tangkapan lkan.
. Parmen KP Momor
PER.13/MEN/2012
tentang Sertifikat
Hasll Tangkapan lkan, |
Pasal 4. |
. Permen KP Mo.4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4. o o
24, | Buku Kapal Perlkanan Undang-undang Data rekap jumlah kapal | Dapat mengganggu Data dapat
Momor 31 Tahun yang memiliki buku kepentingan dibuka dalam
2004 tentang kapal perikanan. perlindungan hak atas hal kepentingan
Perikanan, kekayaan intelektual, penyelidikan,
sehagaimana telah perlindungan darl penyidikandan
diubah dengan persaingan usaha tidak pemeriksaan  di
Undang-undang sehat, dan dapat pengadilan,
Nomor 45 Tahun mengungkapkan
2008, Pasal 464, kekayaan alam
Indonesia,
Undang-undang

Nomor 31 Tahun
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No Informasi (berisi informasiyang | Dasar Hukum Pengecualian Bunsaiins: Perlivbongan agl Poblic I dé:ﬁﬁ:::tn:h
akan Dikecualikan) Infermask Dibuka Ditutup bebua
wizktu)
Informasi Publik, pemerksaan  di
Pasal 17 huruf b. pengadilan.
2. Permen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKF Pasal 4.
27. | Surat lzin Kapal Penganghkut 1 Undang-Undang Rekap jumiah SIKPI Dapat mengganggu Data dapat
Ikan [SIKPI) Momaor 14 Tahun perlindungan dari dibuka dalam
2008 tentang persaingan usaha tidak hal kepentingan
Keterbukaan sehat. penyelidikan,
Informasi Publik, penyidikan dan
Pasal 17 huruf b, pemeriksaan i
pengadilan.
2. Poermen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbikaan
informasi Publik
Lingkup KXP Pasal 4,
| Ditjen Perikanan Budidaya = 0000 . :
28. | Surat lzin Usaha Perikanan 1, Undang-Undang Rekap jumlah SILP Dapat mengganggu Data dapat
{SIUP) Momor 14 Tahun perlindungan dari dibuka dalam
2008 persaingan usaha tidak hal kepentingan
tentang Keterbukaan sehat. penyelidikan,
Informasi Publil, penyidikan dan
Pasal 17 huruf b, pemeriksaan  di
pengadilan

2. Pormien KP NMod
Tahun 2019 Tentang




Informasi |berisi informasi yvang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

langka Waktu |

Na akan Dikecualikan) Informasi Dibulka Ditutup ldk%::;!hi ngka !
Feﬁ-.reh:n.ggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
| _Lingkup KKP Pasal 4.
29. | Surat Izin Kapal Pengangkut 1. Sesuai dengan Rekap jumlah SIKP1 Dapat mengganggu Data dapat
. tkan [SIKPI) Kapal Ikan Hidup ketentuan Undang- perindungan dari dibuka dalam
;' hasil Pembudidayaan Undang Momor 14 persaingan usaha tidak hal kepentingan
Tahun 2008 Pasal 17 sehat penyelidikan,
huruf b penyidikan dan
tentang Keterbukaan pemeriksaan
Informasi Publik. pengadilan
2. Permen KP MNo.4
Tahun 2019 Tentang
Penvelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4. |
| PDSPKP 1
30. | Data detail aktivitas operasional 1. Undang-Undang Data global berupa Data rahasia Data dapat dibuka
| eksportir/importir {jJumlah Nomaor 14 Tahun nama dan alamat perusahaan agar tidak | dalam hal
| omset, jumiah tenaga kerja, 2008 tentang perusahaan digunakan oleh pihak kepentingan
| wolume ekspor-impor, data Keterbukaan yang tidak bertanggung = penyelidikan,
| pajak, laporan perkembangan Informasi Publik, Jawalb penyidikan dan
| usaha) Pasal 17 huruf b, pemeriksaan di
| pengadilan
2. Permen KP No.4
Tahun 2013 Tentang
Pepyelenggaraan
Keterbukaan
informasi Publik
| B Lingkup KKP Pasal 4, .
31. | Data perusahaan Pemohon dan 1. Undang-Undang - Data rahasia Data dapat dibuka
| Permegang serta Dokumen Momaor 14 Tahun perusahaan agar tidak | dalam hal




Informasl {berisi infarmasi yang

Dasar Hukum Pengecualian -

A R L L e

langka Waktu

Ho akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup idisebuthan jangka
waktu)
;1 Rekomendasi Pemasukan Hasil 2008 tentang digunakan oleh pihak kepentingan
| Perikanan [RPHP) Eeterbukaan yang tidak bertanggung | penyelidikan,
informasi Publik, jawab penyidikan dan
Pasal 17 huruf b, pemeriksaan di
pengadilan
. Permen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Eeterbukaan
informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.

32, | Data Pemohon dan Pemegang Undang-Uindang - Data rahasia Data dapat dibuka
serta Dokumen Surat fzin Usaha Momor 14 Takun perusahaan agar tidak dalam hal
Perikanan [SIUP) Bidang 2008 tentang digunakan oleh pibak kepentingan
Pengolahan lkan Keterbukaan yang tidak bertanggung | penyefidikan,

informasi Publik, Jawab penyldikan dan
Pasal 17 huruf b. pemeriksaan di
pengadilan
. Permen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Eeterbukaan
informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.

33. | Data Detil Pemohon dan Undang-Undang Data rahasia Data dapat dibuka
Pemegang serta Dokumen Momar 14 Tahun perusahaan agar tidak | dalam hal
sertifikat Kelayakan Pengolahan 2008 tentang digunakan oleh pihak kepentingan
ISKP) Keterbukaan vang tidak bertanggung | penyelidikan,

Informasi Pulblik, jawab penyidikan dan

Pasal 17 huruf b, pemeriksaan di
pengadilan

Permen KP No.d

Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan




Infarmasi (berisi informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bagl Publik

Jangka Waktu

Ha akan Dikecualikan) infarmasi Dibuka Ditutup |disebutkan jangka
. waktu)
o Keterbukaan
Informasi Publik
___ Lingkup KKP Pasal 4.

34. | Data Detil Pemohon dan 1. Undang-Undang - | Data rahasia Data dapat dibuka
Pemegang serta Dokumen Surat Momar 14 Tahun I perusahaan agar tidak | dalam hal
Persetujuan Penggunaan Tanda 2008 tentang - digunakan oleh pihak kepentingan
Standar Nasional indonesia Keterbukazan yang tidak bertanggung | penyelidikan,
Produk Perikanan Infarmasi Publilk, |awab penyidikan dan

Pasal 17 huruf b. pemeriksaan di
pengadilan
2. Permen KP Na.4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
| Lingkup KKP Pasal 4.

35. | Datadetil utilitas UPI {Data 1. Undang-Undang Global Sebaran UPI dan | Data rahasia Data dapat dibuka
Pemillk UPI, Jumlah Produksi Nomior 14 Tahun Jumdah UPI perusahaan agar tidak | dalam hal
yang dihasilkan, lumiah bahan 2008 tentang digunakan dalam kepentingan
baku yang digunakan, Jumlah Keterbukaan persaingan usaha yang | penyelidikan,
omzet, Jumlah Keuntungan). informasi Publik, tidak sehat, penyidikan dan

Pasal 17 huruf b, pemeriksaan di
pengadilan

2. Permen KP No.d
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Pubdik
Lingkup KKP Pasal 4.

Ditjen PSOKP

36. | Data kegiatan kapal perikanan Undang-Undang Nomor Data yang sudah Informasi tersebut Data dapat dibuka

yang diperoleh dari Sistem 14 Tahun 2008 Pasal 17 dipublikasikan di | apabila dibuka dapat: | dalam hal
| Pamantauan Kapal Perikanan huruf a, huruf b dan website, 1. menghambat kepentingan
| huruf d. proses penegakan penyelidikan,




Informasi {berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian Konsekuens! Pertimbangan bagl Publie | ( ﬂ;u;g:;::attu
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup g
: waktu)
[Vesse! Monitoring hiukum, yaitu penyidikan dan
System/\VMS) 2. Permen KP No & Tahun infarmasi yang pemeriksaan di
2019 Tentang dapat pengadilan,
Penyelenggaraan mengungkapkan
Keterbukaan Informasi data intelijen
Publik Lingkup KKP Pasal kriminal dan
A rencana-rencana
yang berhubungan
3. Permen KP Nomor dengan pencegahan
10/PERMEMN-KR/ 019 dan penanganan
tentang Sistem segala bentuk
Pemantauan Kapal kejahatan
Pertkanan Pasal 32 ayat tramsnasional;
[1) dan ayat [3). 2. menciptakan
persaingan usaha
tidak sehat; dan
3. mengungkapkan
kekayaan alam
Indonesia,

.| Laporan dugaan terjadinya 1. Undang-Undang . Informasi Publik yang Data dapat dibuka
suatu tindak pldana di bidang Nomor 14 Tahun apabila dibuka dapat dalam hal
kelautan dan perikanan dari 2008 tentang menghambat kepentingan
masyarakat {Pokmawas), Keterbukaan penegakan hukum yaitu | penyelidikan,
Pengawas Perikanan, atau Informasi Publik informasi vang dapat: penyidikandan
Pengawas PWP3K, Pasal 17 huruf a. 1. menghambat pemeriksaan di

penyelidican dan pengadilan
2. Permen KP No 4 penyidikan suatu
Tahun 2019 Tentang tindak pidana; dan
Penyelenggaraan 2. mengungkapkan
Keterbukaan identitas informan,
informasi Publik pelapor, saksi,
- Lingkup KEP Pasal 4. dan/atau korban |




informasi (berisi informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bagl Publik

—
|

Jangka Waktu

No akan Dikecualikan) informasi Dibuka Ditutup (ueburian lanaky
- | wakiu]
yang mengetahui
adanya tindak
pidana. ]
3B. | Rencana gelar opefasi Undang-Undang informasi Publik yang Data dapat dibuka
pengawasan sumber daya Nemor 14 Tahun apabila dibuka dapat:  dalam hal
kelautan dan perikanan [dengan 2008 tentang 1. menghambat kepentingan
atau tanpa menggunakan Keterbukaan proses penegakan | penyelidikan,
Kapal Perikanan) Informasi Publik hukum yaitu penyidikan dan
Pengawas Pasal 17. informasi yang pemeriksaan di
dapat pengadilan
. Permen KP No 4 mengungkapkan
Tahun 2019 Tentang | data intelijen
Penyelenggaraan kriminal dan
Keterbukaan rencana-rencana
Informasi Publik yang berhubungan
Lingkup KKP Pasal 4. dengan pencegahan
dan penanganan
segala bentuk
kejahatan
transnasional; dan
2. membahayakan
pertahanan dan
keamanan nagara.

39. | Teknik dan taktlk operasional Undang-Undang Informasi Publik yang Diata dapat dibuka
pengawasan sumber daya MNomor 14 Tahun apabila dibuka dapat: dalam hal
kelautan dan perikanan (dengan 2008 tentang 1. menghambat kepentingan
atau tanpa menggunakan Kapal Keterbukaan proses penegakan | penyelidikan,
Pengawas Perikanan) Infarmasi Publik hukum, yaitu penyidikandan

Pasal 17. informasi yang pemeriksaan di
dapat pengadilan
. Permen KP No 4 mengungkapkan
Tahun 2019 Tentang data intelijen
Penyelenggaraan kriminal dan




Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

Jangka Waktu

informasi [berisi informaszi yang | Dasar Hukum Pengecualian
Ho akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutugp [dlseh::;::‘l angka
ol . u)
Keterbukaan rEncana-rencana
Infermasi Publik yang berhubungan
Lingkup KKP Pasal 4. dengan pencegahan
dan penanganan
sggala bentuk
kejahatan
tranznasional; dan
2. membahayakan
pertahanan dan
keamanan negara.

40, | Modus operandi tindak pidana Undang-Undang . Informasi Publik yang | Data dapat dibuka
di bidang kelautan dan | Nomor 14 Tahun apabila dibuka dapat dalam hal
perikanan 2008 tentang menghambat proses kepentingan

Keterbukaan penegakan hukum, penyelidikan,
Informasi Publik yaitu Informasl yang penyidikandan
Pasal 17 huruf a. dapat menghambat pemeriksaan di
proses penyelidikan pengadilan
Permen KP No 4 dan penyidikan suatu
Tahun 2019 Tentang tindak pidana.
Penyslenggarazn
Keterbukaan
informasi Publik
Lingkup KXP Paszal 4. 1
41 | Motif dan jaringan pelaku . Undang-Undang = Informasi Publik yang | Data dapat dibuka
| tindak pidana dibidang kelautan Momor 14 Tahun apabila dibuka dapat dalam hal
E dan perikanan 2008 tentang menghambat proses kepentingan
Keterbukaan penegakan hukum, penyelidikan,
l Informasi Publik yaity informasi yang penyidikandan
| Pasal 17 huruf a. dapat menghambat pemeriksaan di
proses penyelidikan pengadilan




Informasi [berisi informasi yang

Dizsar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bag Publik

langka Waktu

e akan Dikecualikan] informasi Dibuka Ditustup {dinaboutivnn fingion
waktu) o=
2. Permen KF Mo 4 dan penyidikan suatu
Tahun 2019 Tentang tindak pidana
Penyelenggaraan
Keterbukaan
informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4,

42. | Turunan berita acara 1. Undang-Undang Infarmasi Publik yang Data dapat dibuka
pemeriksaan tersangka tindak Mamor 14 Tahun apabilz dibuka dapat dalam hal
pidana di bidang ketautan dan 2008 tentang menghambat proses kepentingan
perikanan Keterbukaan penegakan hukum, penyelidikan,

Informasi Publik, yaitu informasi yang penyidikan dan
Pasal 17 huruf a. dapat menghambat pemeriksaan di
proses penyelidikan pengadilan
2. KUHAP Pasal 72. dan penyidikan suatu
tindak pidana,
3. Permen KP No 4
Tahun 2018 Tentang
Peryelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
_ Lingkup KKP Pasal 4. -

43. | Teknik dan taktik penyidikan 1. Undang-Undang - Informasi Publik yang Data dapat dibuka
tindak phdana di bidang Momor 14 Tahun apabila dibuka dapat dalarm hal
kelautan dan perikanan 2008 tentang menghambat proses kepentingan

Keterbukaan penegakan hukum, penyelldikan,
Informasi Publik yaltu infarmasi yang penyidikan dan
Pasal 17 huruf a. dapat menghambat pemeriksaan di
proses penyelidikan pengadilan
2. Permen KP No 4 dan penyidikan suatu
Tahun 2019 Tentang tindak pidana.
Peryelenggaraan

Eeterbukaan




Keterbukaan

_| Pemohon Informasi

No Informas! {berisi iInformasiyang | Dasar Hukum Pengecuzalian Konselans! Petimbangan hag) Publit | ﬁiﬁ;::;::;ta
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup
- - _ wiaktu)
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.
44, | Identitas Pengawas Perikanan, 1. Undang-Undang Informasi Publik vang Data dapat dibuka
Palisi Khusus PWP3K, PPNS Momor 14 Tahun apabila dibuka dapat dalarm hal
beserta keluarganya dalam 2008 tentang menghambat proses kepentingan
melakukan penyidikan tindak kKeterbukaan penegakan hukum, penyelidikan,
pidana yang bersifat khusus, Informasi Publik yaitu informasi yang penyidikan dan
sesual peraturan perundang- Pasal 17 huruf a. dapat membahayakan | pemeriksaan di
undangan keselamatan dan pengadilan
2. Permen KP No 4 kehidupan penegak
Tahun 2019 Tentang hukum dan/atau
Penyelenggaraan keluarganya.
Keterbukaan
Informasi Publik
_ Lingkup KKP Pasal 4. o
45. | Data detall spesifikasi Kapal 1. Undang-Undang - Informast Publik yang Data dapat dibuka
Pengawas Perikanan/senjata api Momor 14 Tahun apahila dibuka dapat dalam hal
dan/atau alat pengaman diri 2008 tentang menghambat proses kepentingan
lainnya Keterbukaan penagakan hukum, penyelidikan,
Informasi Pubilk yaltu informasi vang penyidikan dan
Pasal 17 huruf a. dapat: membahayakan | pemeriksaan di
keamanan peralatan, pengadilan
2. Permen KP No 4 sarana, danfatau
Tahun 20159 Tentang prasarana penegak
Penyelenggaraan k.
Keterbukaan
Infermasi Publik
| Lingkup KKP Pasal 4. !
46. | Laporan hasil audit reguler dan 1. Undang-Lindang | Informasi Publik yang |- Dapat dibuka dalam
laporan hasil audit tujuan Momar 14 Tahun apabila dibuka dan hal kepentingan
tertentu 2008 Tentang diberikan kepada pamariksasn




Informas [berisl informasi yang

Dasar Hukum Pengecualizn

Konsekuensi Pertimbangan bagi Publik

Jangka Wakiu

e akan Dikecualikan) nformasi Dibuka Ditutug [disetuitkan jangka
winkiu]
Informasi Pubtik, Publik dapat parkara pidana di
Pasal 17, huruf | mienghambat pengadilan,
- Prases | 2. Dapat dibuka
penegakan hukum, Asbars Fad
2. Undang-Undang yaitu informasi yang kepentingan
Momaor 14 Tahin dapat: mengungkapkan pengawssan dan
2008 tentang identitas informan, pamariksaan oleh
Eeterbukaan pelapor, saksi, dan/fatau aparal pengawas
Informasi Publik, karban yang intermal dan
Pasal 17 hurf |, mengetahul adanya ohaterial,
tindak pidana.
47. | Laporan Hasll Pemeriksaan 1. Undang-Undang 1. Dapat dibuka
| Keuangan Nomaor 14 Tahun dalam hal
2008 Tentang keponiingan
pameriksaan
Keterbukaan pearkara pidana di
Informiasi Publik, pengadilzn
Paszal 17 hunuf |, 2. Dapat dibuka
dalam hial
2. Undang-Undang kepentingan i
Fﬂlﬂmﬂﬂﬂﬂﬂ m
Hm-l:;r lf Tahun peyarard
2004 tentang T "l"'ﬂ“ ax
Femeriksaan imtamal dan
Pengelolaan dan ekstemal.
Tanggung fawab
Keuangan Negara

Pasal 17 avat (1)

3, Permen KP Mo 4

Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik

Lingkup KKP Pasal 4.




akstamal

ekuensi Pertimbangan bagi Publik langka Wakts |
Informasi {berisi informasiyang | Dasar Hukum Pengecualian e fhargn i i seth:m Jamgha
Ha
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup |
: wakdy) |
48. | Laporan  Hasil  Pengawasan Undang-Undang Menghindarn . Dapatgiﬂhilw
Intern, yang meliputi  Audit, Momor 14 Tahun mw';:“nﬂg”&‘: mmﬁmn
Pemantauan, Evaluasl, Rewu 2008 tentang bect tingan, pal:":mallriksaaln
dan  pengawasan  [lainnya, Keterbukaan perkara pidana di
termasuk Kertas Kerja Informasi Publik, pengadilan.
Pengawasan. Pasal 17, huruf i. . [Dapat dibuka
dalam !ml
. Undang-Undang mﬂ“: s
Nomaor 14 Tahun ;ﬂnﬁ*ﬂa"m m'! ot
2008 tentang aparal pengawas
Keterbukaan internal dan
Informasi Publik, ehsiernal.
Pasal 17 hunuf J.
. Permen KP Na 4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Eeterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.
49. | Laporan hasil pemantauan Undang-Undang ; mgﬁﬁa
tindak lanjut hasil audit Nomor 14 Tahun i-c:pan’maan
2008 Pasal 17 huruf . pamariksaan
perkara pidana di
. Permen KP Nod pangadiian,
Tahun 20183 Tentang Dapat dibuka
Penyelenggaraan datam hal
Keterbukaan W"““EE":I s
informasi Publik e ot |
Lingkup KKP Pasal 4. aparat pengawas
internal dan




e

Iinformasi (berisi informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertlmhang_ag bagl Publik

Pasal 17 huruf ).

Permen KP No 4

langka Waktu
W akan Dikecualikan) Infarmasi Dibuka Ditutup {dumh::::t:;n "_'E“ J
50. | Data dan Informasi H;E:an Undang-Undang 1. Manghindari 1. Satu Tahun
Masyarakat dan LHP atas Momor 14  Tahun penyalahgunaan (dibarikan berupa
data oleh pihak rekapitulasi
Pengaduan Masyarakat 2008 Tentang yang tidk pangadizEn)
Keterbukaan berkepantingan. 2 Pengelola
Informasi Publik, 2. Menjaga Pengaduan dapat
Pasal 17, huruf a. kershasiaan marnp.lh hiikasikan
pengadu, jumlah, damn status
. Peraturan  Menteri wm
Kelautan dan kﬂpaﬂ::“'"
Perikanan  Republik masyarakat
Indonesia Momor
44/PERMEN-KP/2018
Tentang Penanganan
pengaduan di
Lingkungan
Kementerian
Kelautan dan
Perikanan.
. Permen KP MNo 4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4. |
51. | Informasi  keuangan, yang Undang-Lndang Informasi yang tidak Setelah disampaikan
meliputi  semua  dokumen Nomor 14 Tahun boleh diungkapkan ke DPR Ri dan
pertanggung jawaban keuangan, 2008 tentang 3’3’”’“‘*‘5‘“ Undang- | sudah dalam bentuk
ndang. Laparan Keuangan
tidak termasuk Laporan Keterbukaan Audited BEK RI
Keuangan [Audited) Informasi Publik, ’

P P




suatu tindak pidana di bidang
Riset

2008 tentang

Ketarbukaan

apabila dibuka dan

| diberikan kepada

X Publik “Jangka Wakt
N Informasl (berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian snsekiiinsl Perimbangan bg Cunh [ :H;l::.l u:tl:anlja “:h
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup
s  wakiu)
o Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
S Lingkup KKP Pasal 4. |
52. | Data Pendukung Tindak Lanjut . Undang-Undang Informasi yang tidak 1. Dapat dibuka
Rekomendasi hasil pengawasan Nomor 14 Tahun m ﬂ“‘fﬂ"iﬁ dalam Mg:nn
Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI 2008 Pasal 17 huruf i. i Mm‘“‘g_" g "'“F‘“"“'I ; s
perkara pidana di
s PE‘““H'I‘ K.F' H'ﬂ 4 Wﬂml
Tahun 2019 Tentang 2. Dapal dibuka
Penyelenggaraan dalam h-ﬂ
Eeterbukaan kepantingan i
Informasi Publik P e ar e
Lingkup KKP Pasal 4. aparat pengawas
internal dan
akstemal,
53. | LHP yang diserahkan kepada . Undang-Undang Hﬁﬁﬁ'rrrdgm T 1. dﬂapal:;uha
rat Penegak Hukum Momor 14 Tahum panyalahgunaan alam
= 2 2008 Pasal 17 huruf | oleh pihak yang tidak kipentingan
' barkepentingan. pemeriksaan
perkara pidana di
Permen KP Mo 4 ilan.
Tahun 2019 Tentang 2. Dapat dibuka
Penyelenggaraan dalam hal
Keterbukaan i-!:'iﬂ;ﬂxﬂ-ﬁwﬂirrnm:1 .
Ir_ul’nrmasu Publik pamnﬂ'“m ha
Lingkup KKP Pasal 4. aparal pengawas
infernal dan
ekstemal.
| BRsom 1
54, | Laporan dugaan terjadingg UL Ni, 14 Tahun | Informasi Publik yang Data dapat

dibuks dalam hal
kepentingan




Informasl (berisi informasi yang

Dasar Hukum Pengecualizn

Konsekuensi !‘!ﬂh‘nh:‘lﬂiﬂn bagl Publik

Jangka Wakiu

Paszal 17 huruf c.

o akan Dikecuafikan) informasi Dibuka Ditutup (disspirian jangks
. waktu]
Informasi Publik, Pemohon Informasi penyelidikan,
Paszal 17 huruf a. Publik dapat penyidikandan
I menghambat proses pemeriksaan di
Permen KPP No 4 penegakan hukum. pengadilan
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggarazn
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.
55 | Data hasil inovasi yang sedang UL No. 14 Tahun informasi Publik yang Data dapat dibuka
dalam proses pengusulan paten 2008 Tentang apabila dibuka dan dalam hal
Keterbukaan diberikan kepada kepentingan
Informasi Publik, Pemohon Informasi penyelidikan,
Pasal 17 Huruf b. Publik dapat penyidikandan
mengganggu pemeriksaan di
U Mo, 13 Tahun kepentingan pengadilan
2016 tentang Paten, perlindungan hak atas
Pasal 3 Ayat (1) dan kekayaan intelektual
Ayat (2], Pasal 5 dan perlindungan dari
Avat (1], persaingan usaha tidak
sehat;
. Permen KP No 4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Paszal 4.
56. | Hasil Penefitian Lithang UL Ne. 14 Tahun Dapat mengakibatkan | Data dapat dibuka
Kelautan dan Perikanan 2008 tentang terganggunya fungsi datam hal
Keterbukaan penyelanggaraan kepentingan
Infermasi Publik, negara, sumber daya penyelidikan,

| penyidikan dan




Informasl (berisl Informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bagi Fublik

langka Waktu

Lingkup KKP Pasal 4.

i zkan Dikecualikan) Infarmasi Dibuka Ditutup [disebutkan jangka
waktu)
B PP 30 Tahun 2008 nasional, atau pemeriksaan di
tentang ketertiban umum. pengadilan
Penyelengaraan
Lithang Perikanan
Pasal 34 Ayat (1) dan
Ayat (2],
Permen KP Mo 4
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkisp KKP Pasal 4,
BKIPM S =
57. | Laporan dugaan terjadinya UL No.14 Tahun - Informasi Publik yang Data dapat
suatu tindak pidana di bidang 2008 Tentang apabila dibuka dan dibuka dalam hal
perkarantinaan ikan Keterbukaan diberikan kepada kepentingan
Informasi Publik, Pemahon Informasi penyelidikan,
Pasal 17 huruf a. Publik dapat penyidikan, dan
menghambat prases pemeriksaan di
UL No.14 Tahun penegakan hukum, pengadilan
2008 Tentang yaitu Informasi yang
Keterbukaan dapat: mengungkaphkan
Informasi Publik, identitas Informan,
Pasal 17, huruf a. pelapor, saksi, dan/fatau
korban yang
. Permen KP No 4 mengetahul adanya
Tahun 2019 Tentang tindak pidana.
Pemyelenggaraan
Eeterbukaan
Infermasi Publik




Informasi (berisi informasi yang

Dasar Hukum Pengecualian

Konsekuensi Pertimbangan bagl Publik

langka Waktu

e akan Dikecualikan) informasi Dibuka Ditutup (disehution Jmgia
= = £ waktu)
58. | Modus operandi tindak pidana 1. Undang-Undang Dibuka setelah Dapat menghambat Data  dapat
di bidang perkarantinaan ikan Nomaor 14 Tahun dilakukan publikasi oleh | proses penegakan dibuka
20048 tentang pejabat resmi KKP hukum, yaitu infermasi | dafam hal
Keterbukaan {secara global: lokasi yang dapat: kepentingan
Informasi Publik, dan waktu) menghambat proses penyelidikan,
Pasal 17 huruf a. penyelidikan dan penyidikan dan
penyidikan suatu tindak | pemeriksaan di
2. Permen KP No 4 pidana pengadilan
Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal4. | |
59. | Turunan berita acara 1. UU No.14 Tahun 2008 Dapat menghambat | Data dapat dibuka
- pemeriksaan tersangka tindak Tentang Keterbukaan prosas penegakan dalam hal
 pidana di bidang Informasi Publk, Pasal hukum, yaitu Informasi | kepentingan
| perkarantinaan ikan 17 huruf a. vang dapat; penyidikan dan
menghambat proses pemeriksaan di
2. KUHAP Pasal 72. penyidikan suatu tindak | pengadilan
pidana
3. Permen kP No 4 Tahun
2019 Tentang
Penyelenggaraan
Keterbukaan Informasi
Publik Lingkup KKP Pasal
4,

60, | Teknik dan taktik penyidikan 1. UL No.14 Tahun Dapat menghambat Data dapat dibuka
tindak pidana di bidang 2008 tentang prosas penegakan dalam hal
perkarantinaan fkan Keterbukaan hukum, yaitu informasi | kepentingan

Informasi Publik, yang dapat: penyidikan dan
Pasal 17 huruf a. menghambat proses pemeriksaan di
penyelidikan dan pengadilan
Z. Permen KP No 4 penyidikan suatu tndak
Tahun 2019 Tentang | pidana




| infarmasi (berisi informasiyang | Dasar Hukum Pengecualian Sansskusral Pertimbangan bag! Pubilk h nﬁmﬂ:: sk
Na akan Dikecualikan) informasi Dibuka Ditutup ietothen fengh
. o waktu)
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
- _Lingkup KKP Pasal 4,

61. | Identitas PPNS heserta Undang-Undang = | Dapat menghambat Data dapat dibuka
keluarganya dalam melakukan Homor 14 Tahun proses penegakan dalam hal
penyidikan tindak pidana yang 2008 tentang hukum, yaitu infermasi | kepentingan
bersifat khusus, sesuai dalam Keterbukaan yang dapal: penyelidikan,
ketentuan peraturan informasi Publik, membahayakan penyidikan dan
perundang-undangan Pasal 17 huruf a, keselamatan dan pemeriksaan di

kehidupan penegak pengadilan
. Permen KP No 4 hukum dan/atau
Tahun 2019 Tentang keluarganya
Penyelenggaraan
Keterbukaan
Informasi Publik
Lingkup KKP Pasal 4.

62. | Data detail aktivitas operasional . Undang-Undang Data global berupa Data rahasia Data dapat dibuka
eksportir/importir {pelabuhan Nomor 14 Tahun nama dan alamat perusahaan agar tidak | dalam hal
tujuan, deskripsi produk, nama 2008 tentang i perusahaan digunakan oleh pihak kepentingan
pengirim, nama penerima, asal Keterhukaan yang tidak bertanggung | penyelidikan,
bahan baku, pelabuhan Infarmasi Publik, jawab penyidikan dan
pengolahan, alat transportas, Pasal 17. pemertksaan di
peruntukan komoditas, nital pengadilan
vidurme dan harga, jenis . Permen KP No 4
kemasan, nomar kontalner, Tahun 2019 Tentang
tanggal pengiriman, lab penguji, Penyelenggaraen
hasil uji, dan penerbit sertifikat) Keterbukaan

Informasi Publik
I Lingkup KKP Pasal 4, R
63. | Data yang terkait dengan: Uw  No.lf Tahun - Dapat mengganggu Diata dapat dibuka
- hasll inspeksk; 2008 tentang kepentingan dalam hal
- hasil investigasi; Keterbukaan perlindungan hak atas kepentingan
! kekayaan intelaktual penyelidikan,




Informasi (berisi informasi yang | Dasar Hukum Pengecualian ouisicaael Parimbungan Dag Tk d_JangtuLWIktu
akan Dikecualikan) Informasi Dibuka Ditutup IREHELITER Sangr
= | = wiaktu)

hasll  monitoring i Informasl Publik, | dan perlindungan dari | penyidikandan
farmalin; Pasal 17 huruf b, | persaingan usaha tidak | pemeriksaan di
kasus mutu dan hasil sehat; pengadilan
perikanan, internal dan
temparary suspend; 2. Permen KP No 4
data umum dan grade Tahun 2019 Tentang
HACCP UPI: Fenyelenggaraan
namir Health Keterbukaan
Certificate; | Informasi  Publik
surat Lingkup KKP Pasal 4,
notifikasi/ pemberitahua
n penolakan ekspor dari
Negars tujuan;

- surat pemberian
suspend dan nama WP
yamg terkena kasus
penolakan ekspor.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri,
Pelabat Pengelola Informasi dan Dokumentas
Kementerian Kelautan dan Perikanan,




